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ABSTRAK
PROSES PENY IDIKAN TINDAK PIDANA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TINGGI TANPA IZIN DI KEPOLISIAN
RESOR KOTA BESAR MEDAN

WIRA NADRA
1306200439

Pendidikan tinggi ialah salah satu unsur yang ada di dalam peranan
pendidikan, Pendidikan tinggi baik PTN maupun PTS yang berdiri harus memiliki
izin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi, namun pada prakteknya masih adanya pemilik PTS yang masih saja tidak
taat akan peraturan dengan tidak memiliki izin tersebut,sehingga menyebabkan
keluarnya ijazah menjadi tidak sah. Sebagai contoh ialah penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi tanpa izin yang dilakukan University Of Sumatera. Tujuan
penelitian penulis adalah untuk mengetahui proses penyidikan dalam perkara ini,
bagaimana kendala dan upaya apa yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana
tersebut

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris dan
menggunakan sifat analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer
yang diperoleh dengan cara wawancara, data sekunder yang diperoleh dengan cara
mengumpulkan bahan kajian dari berbagai sumber daftar pustaka, kutipan-kutipan
pendapat para pakar/ahli dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.

Proses tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi awalnya pihak
kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada oknum yang melakukan
jual beli ijazah tanpa adanya proses belajar menggjar setelah itu anggota
kepolisian polrestabes medan penyelidikan terhadap universitas tersebut dan
setelah diketahui izin dari universitas tersebut tidak ada dan kampus universitas
itu tidak ada,kemudian polisi menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan
terhadap tersangka ditempat kediamannya. Langkah selanjutnya yang dilakukan
penyidik adalah mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan perkara yang
terjadi. Tidak lupa juga pemeriksaan tersangka dan saksi yang diminta
keterangannya dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Kendala yang
dihadapi dalam proses penyidikan yaitu Minimnya anggaran yang dikeluarkan
oleh pemerintah sehingga proses penyidikan menjadi terhambat. Kurangnya biaya
operasional penyidikan sangat menghambat proses penyidikan, Sarana dan
prasarana yang dimiliki Sat Reskrim Polrestabes medan belum memadai. Upaya
penanggulangan tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu
Melakukan pengawasan terhadap PTS yang dicurigai telah melakukan tindak
pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin. Membentuk tim khusus dari
pihak Kepolisian untuk memeriksa izin terhadap PTS yang ada di kota medan
apakah sudah memiliki izin dari Kemenristekdikti apa belum.

Kata Kunci: Penyidikan, Pendidikan Tinggi Tanpalzin, Tindak Pidana
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BAB |
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak
yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil
suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-
cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup
mereka." Semakin tinggi cita-cita manusia semakin menuntut kepada peningkatan
mutu pendidikan sebagai sarana mencapai cita-citatersebut.

Manusia merupakan makhluk yang berakal budi, sehingga manusia
mampu mengembangkan kemampuan yang spesisifik, yang menyangkut daya
cipta, rasa maupun karsa. Dengan akal budinya, maka kemampuan bersuara bisa
menjadi kemampuan berbahasa dan berkomunikasi serta juga menyebabkan
manusia mampu berpikir abstrak dan konseptual sehingga manusia disebut
sebagai makhluk pemikir.

Manusia adalah mahkluk yang memiliki akal dan tujuan dalam menjalani
kehidupannya. Tujuan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, beberapa
diantaranya yaitu dari segi ekonomi, sosial, budaya dan politik. Tujuan ini dapat
terwujud apabila manusia memiliki ilmu pengetahuan yang cukup di berbagai
aspek dalam kehidupan. IImu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang

digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan

'Fuad Ihsan. 2005. Dasar-dasar Kependidikan. Jakarta: Rineka Citra, halaman 2



pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan
gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.

Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana diharapkan
seseorang dengan pendidikan yang tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas
pula pengetahuannya. Tujuan dari pendidikan sudah tercantum dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang serta untuk kemajuan
peradaban serta kesgjahteraan umat manusia Untuk mencapai tujuan dari
pendidikan tersebut, diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang baik.

Pendidikan haruslah diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan
serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai
keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, serta diselenggarakan
sebagal satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Serta
membantu terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam
pembukaan UUD 1945 alinea ke IV yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesegjahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pengelolaan sistem penyelenggaraan pendidikan nasional merupakan
tanggungjawab  pemerintah  melalui  menteri. Dimana  pemerintah
menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua

jenjang pendidikan dan pemerintah daerah melakukan koordinasi atas



penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan
penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota
untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Sementara penyelenggaraan
Perguruan Tinggi memiliki otonomi dalam menentukan kebijakan di lembaganya.

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi memiliki pengaruh yang sangat besar
dalam proses perkembangan di masyarakat. Karena Pendidikan Tinggi merupakan
jenjang pendidikan tertinggi, setelah pendidikan menengah yang mencakup
program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan
program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan
Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Proses penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh perguruan
tinggi dewasa ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk, seperti universitas, institut,
sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas, yang masing-masing
memiliki metode pelaksanaan dan fungsinya tersendiri. Pelaksanaan pendidikan
tinggi yang diatur melalui undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan
undang-undang Pendidikan Tinggi, seperti kebanyakan Undang-undang lain yang
dikenal dalam khazanah hukum Indonesia, juga memberikan ruang bagi
berlakunya hukum pidana guna penguatan penegakan hukum dalam substansi
kedua undang-undang tersebut.

Keberadaan sanksi pidana dalam kedua undang-undang ini pada dasarnya
disebabkan oleh pemahaman yang acapkali memandang ancaman sanksi pidana
sebagai bentuk dorongan atau pada level yang lebih tinggi paksaan agar hukum

yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan sekaligus memberi bekal kepada aparat



pelaksana dan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan represif yang
mengandung unsur penal/pidana. Adanya ancaman sanks pidana dipahami
sebagal alat efektif agar hukum ditaati oleh masyarakat, maka Undang-undang
yang tidak memuat ketentuan ancaman sanksi pidana acap kali dipandang belum
lengkap atau 'percuma’ (tidak akan bakal ditaati oleh masyarakat).

Pengelolaan perguruan tinggi yang berada di tangan masyarakat
seyogyanya juga turut diawasi oleh pemerintah. Semakin maraknya PTS di
Indonesia pada satu sisi mempermudah tugas pemerintah dalam mencapai tujuan
pendidikan tinggi, namun di sisi yang lain juga turut menyulitkan pemerintah
dalam hal pengawasan. Hal ini menimbulkan maraknya PTS yang beroperasi
tanpaizin.

Penyidikan merupakan kegiatan proses yang dilakukan oleh penyidik
kepada tersangka yang melakukan perbuatan pidana, seseorang dapat dikatakan
tersangka apabila seseorang tersebut telah melakukan perbuatan pidana
Penyidikan juga ada pengawasan dari kepolisian dimana pengawasan adalah
proses pengamatan dari dan pada pelaksanaan kegiatan penyidik pegawai negeri
sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan
penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara materil maupun formil
dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Peristiwa tentang penyelenggaran pendidikan tinggi tanpa izin telah terjadi
di Medan, di mana pada periode Juni 2015 telah terjadi pengungkapan atas kasus
pendirian PTS tanpa izin dengan nama University of Sumatera yang ditengarai

bukan kali ini sgja terjadi. Kasus tersebut turut menyita perhatian masyarakat



dikarenakan dengan banyaknya PTS yang beredar, menimbulkan kekhawatiran
tentang manakah PTS yang dapat dipercaya.

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin ini memiliki
maksud dan tujuan agar dapat menguntungkan diri sendiri karena dari kegiatan
penjualan ijazah tanpa adanya proses belgjar mengajar ini pelaku mendapatkan
keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang seharusnya
dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi dimana dalam memperoleh ijazah
seseorang itu harus melakukan proses belajar mengajar dan universitas yang
menyelengarakan pendidikan tersebut haruslah memiliki izin dari menteri
pendidikan.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar
Medan selanjutnya yaitu anggota kepolisian melakukan penyelidikan terhadap
universitas tersebut dengan cara, pertama mencari dimana kampus University of
Sumatera tersebut dan anggota kepolisian melakukan penyelidikan terhadap izin
universitas tersebut, setelah diselidiki ternyata izin dari universitas tersebut tidak
ada dan kampus universitas tersebut tidak ada. Dalam hal ini telah dijelaskan
bahwa “Perseorangan, Organisasi atau penyelenggara pendidikan tinggi yang
tanpa hak dan tanpa izin mendirikan perguruan tinggi swasta (PTS) dari Menteri,
dilarang memberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar
profesi, yang dilakukan tersangka dengan cara bahwa Universitas of sumatera
tidak memiliki izin penyelenggaraan pendidikan tinggi dari kementerian
pendidikan dan kebudayaan dan ijazah yang dikeluarkan oleh University Of

Sumatera tidak mempunyai Civil effect baik digunakan untuk pengangkatan



pegawai negeri sipil dan pembinaan jenjang karir/penyetaraan bagi pegawai
negeri maupun untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi”.

Ketidaksesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin ini tentu
sangat berdampak negatif bagi masyarakat. Apalagi ini juga dapat menimbulkan
kerugian dan juga keuntungan bagi pihak yang melakukan kecurangan, maka dari
itu setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi harus memiliki izin.
Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan tinggi.

Penelitian mengenai penanganan kasus penyelenggaraan pendidikan tinggi
tanpa izin akan lebih dititikberatkan pada pengungkapan delik yang terkandung
dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi: “Perseorangan, organisasi, atau Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang
melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat(3),
Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan latar belakang masalah di
atas, maka penelitian ini mengangkat judul tentang: Proses Penyidikan Tindak
Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa lzin di Kepolisan Resor
KotaBesar Medan
1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan

menjadi batasan permasalahan dari penelitian ini nantinya, antara lain:



a. Bagaimana Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi Tanpa lzin di Kepolisian Resor Kota Medan?

b. Apakah Kendala yang dihadapi dalam Melakukan Proses Penyidikan
Tindak Pidana Penyelenggaran Pendidikan Tinggi Tanpa lzin di
Kepolisian Resort Kota Medan?

c. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam mencegah
tindak pidana penyelenggaran pendidikan tinggi tanpaizin?

2. Manfaat Penelitian
Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

a. Secarateoritis sebagai suatu bentuk penambahan literatur dibidang hukum
acara khususnya dalam hal proses penyidikan tindak pidana
penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin di Kepolisian Resor Kota
Medan

b. Secara praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan
bagi, mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum UMSU, praktisi hukum,
masyarakat secara luas pada umumnya, dan memberi masukan kepada
penyidik di Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam perannya
menyelesaikan proses penyidikan tindak pidana penyelenggaraan
pendidikan tinggi tanpa izin agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tujuan pendlitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana
penyelenggaraan pendididkan tinggi tanpa izin di Kepolisian Resor Kota
Besar Medan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan proses
penyidikan tindak pidana penyelenggaran pendidikan tinggi tanpa izin di
Kepolisian Resor Kota Besar Medan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Besar
Medan dalam mencegah tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi
tanpaizin.
C. Metode Pendlitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka diupayakan pengumpulan
data yang baik dan layak. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri
dari:
1. Sifat Pendlitian

Rancangan penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan
penelitian deksriptif analisis. Penelitian yang dipergunakan adalah memakai
penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengacu
kepada penelitian dan hasil yang didapat dari studi lapangan di Kepolisian Resor
Kota Medan.
2. Sumber data

Penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, data primer
adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan atau wawancara yaitu di

kantor Kepolisian Resor Kota Besar Medan dan data sekunder adalah studi



kepustakaan yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan
dengan objek atau materi penelitian yang meliputi bahan hukum sekunder adalah
bahan yang diperoleh dari studi perpustakaan atau studi literatur yang terdiri dari:
1. Bahan hukum primer yang terdiri atas UUD Negara Rl Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014
2. Bahan hukum sekunder berupa, buku-buku, karya-karya ilmiah, hasil
penelitian dan buku lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang
ada
3. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder seperti kamus hukum yang ensiklopedia, bahan dari internet dan
sebagainya.
3. Alat Pengumpul Data
Adapun alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah:
a. Melakukan wawancara kepada Kepolisian Resor Kota Besar Medan yang
mana menjadi pedoman narasumber dalam hal ini.
b. Studi dokumen yaitu suatu alat pegumpulan data penelitian dengan

melakukan analisa terhadap bahan kepustakaan.
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4. AnalissData

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan
penelitian dan diteliti serta di evaluasi keabsahannya. Setelah itu diseleksi dan
diolah lalu dianalisa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk
melihat kecenderungan yang ada. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan
dilakukan secara kualitatif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan
jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini
D. Defenisi operasional

Definisi  operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang
menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang
akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Sesuai dengan
judul penelitian yang digjukan yaitu “Penyidikan Tindak Pidana Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi Tanpa lzin di Kepolisian Resor Kota Besar Medan”.

Berdasarkan judul tersebut, maka dapat diterangkan defenisi operasional
penelitian, yaitu:

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.®

2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana yang disertai (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi

barang siapa yang melanggar aturan tersebut .2

% pasal 1 Ayat 2 KUHAP
% putra Keadilan. “Pengertian Tindak Pidana” melaui https.//www.academia edu, diakses
Selasa, 25 Juli 2017, Pukul 23.00
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3. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah
yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister,
program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang
diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa
Indonesia*

4. Tanpa lzin adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perseorangan,
sekelompok orang, atau organisasi yang dalam operasinya tidak memiliki
Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.’

5. Kepolisian Resor Kota Medan adalah tempat dimana penulis melakukan

riset tentang kasus penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpaizin.

* Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

® Giandiva Fahlika Erizal. Proses Penyidikan Tersangka Tindak Pidana Perdagangan
Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Studi Pada Ditreskrimsus Polda Sumut. Skripsi. Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan, halaman 10



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelgjaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.® Pendidikan nasional adalah pendidikan
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional
Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan Jenjang pendidikan formal
di indonesia terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan
tinggi:

1. Pendidikan dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang
pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan
Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sedergjat serta Sekolah
Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain

yang sedergjat.

® Binsar Immanuel Simenjuntak. Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana
Penydenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa lzin dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Studi Putusan Nomor: 2796/Pid.SUS2015/PN-Mdn.
Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Halaman 16.

12
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2. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan
menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah
kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA),
Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah
Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

3. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan
menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister,
spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan
tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka, Perguruan tinggi dapat berbentuk
akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

Mengingat pentingnya arti daripada pendidikan tinggi, perlu diperhatikan
pengertian yang dirumuskan pada Pasal 1 butir 2 UU Pendidikan Tinggi, yang
menjelaskan pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan
menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister,
program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang
diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas Pendidikan Tinggi memiliki beberapa asas
yang terdapat di dalamnya, berdasarkan Pasal 3 UU Pendidikan Tinggi, terdapat 9
asas penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu: kebenaran ilmiah, penalaran,
kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebhinnekaan dan

keterjangkauan.
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Sebagal salah satu komponen penyelenggaraan sistem pendidikan
nasional yang diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan tinggi
menyelenggarakan program diploma, program sarjana, program magister,
program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang
diselenggarakan oleh institusi perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa
Indonesia. Perguruan tinggi sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi di
Indonesia pada dasarnya menyelenggarakan pendidikan tinggi tersebut dengan
berbagai bentuk, antaralain:’

a Universitas

Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam
berbagai rumpun lImu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi
syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Contoh:
Universitas Sumatera Utara(USU)

b. Institut

Institut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah
rumpun IImu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat,
institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Contoh: Institut Teknologi

Bandung (ITB).

" 1bid., halaman 29
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c. Sekolah Tinggi
Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu
rumpun [Imu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat,
sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Contoh: Sekolah
Tinggi Akuntansi Negara (STAN).
d. Politeknik
Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun IImu Pengetahuan dan/atau Teknologi
dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan
profesi. Contoh: Politeknik Negeri Medan (POLMED).
e. Akademi
Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang IImu Pengetahuan dan/atau
Teknologi tertentu. Contoh: Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan
Medan. (ATKP Medan)
f. Akademi Komunitas
Akademi Komunitas  merupakan  Perguruan  Tinggi  yang
menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma
dua dalam satu atau beberapa cabang |Imu Pengetahuan dan/atau Teknologi
tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Contoh: Akademi Komunitas Negeri Banyuasin (AKN Banyuasin).



16

Suatu standar nasional pendidikan tinggi yang mengacu pada
Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi. Standar ini mencakup 3 hal, yaitu: Standar Nasional Pendidikan, Standar
Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, yang
dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan, adalah kriteria minimal tentang
pembelgjaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Standar Nasional
Pendidikan meliputi beberapa hal, yakni:

a. standar kompetensi lulusan

b. standar isi pembelajaran

C. standar proses pembelgjaran

d. standar penilaian pembelajaran

e. standar dosen dan tenaga kependidikan

f. standar sarana dan prasarana pembelajaran

g. standar pengelolaan pembelgjaran; dan

h. standar pembiayaan pembelajaran.

2. Standar Nasional Penelitian

Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem

penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Penelitian terdiri atas:



0.
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standar hasil penelitian

standar isi penelitian;

standar proses penelitian;

standar penilaian penelitian;

standar peneliti;

standar sarana dan prasarana penelitian;
standar pengelolaan penelitian; dan

standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal

tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku

di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional

Pengabdian Kepada Masyarakat ini mencakup:

a

b.

standar hasil pengabdian kepada masyarakat

standar isi pengabdian kepada masyarakat

standar proses pengabdian kepada masyarakat

standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat

standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan standar

pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
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1. Fungs Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi memiliki beberapa fungsi, sebagaimana disebutkan
dalam UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 4 bahwa pendidikan tinggi memiliki 3 (tiga)
fungsi antaralain:
a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
b. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, krestif,
terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma;
dan
¢. mengembangkan IImu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan
dan menerapkan nilai humaniora.
2. Tujuan Pendidikan Tinggi

Tujuan pendidikan tinggi terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi yaitu pada pasal 5. Dalam UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 5
tersebut disebutkan 4 (empat) tujuan pendidikan tinggi, yaitu sebagai berikut:

a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk
kepentingan bangsa.

b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang IImu Pengetahuan darv/atau
Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya

saing bangsa.
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c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang
memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi
kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat
manusia.

d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya
Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. Pengaturan dan Pelaksanaan Penyidikan

1. Penyelidik

Menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara R.1, bahwa yang dimaksud dengan penyelidik adalah Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang
untuk melakukan penyelidikan, sedangkan menurut Pasal 4 KUHAP, bahwa
“penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia’.

Pasal 4 KUHAP menentukan bahwa setiap Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia adalah penyelidik, kemudian dalam pasal 5 KUHAP ditentukan sebagai
berikut:

a. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 KUHAP

1) Karena kewajibannya mempunyai kewenangan:®
a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana;

b) Mencari keterangan dan barang bukti;

8 Djoko Prakoso. 1987. Polri sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum. Jakarta: Bina
Aksara, halaman 44-45.
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¢) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan
serta memeriksa tanda pengenal diri;

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa
1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan

penyitaan;
2) Pemeriksaan dan penitaan surat;
3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik;

c. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada
penyidik.

2. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan
penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan
dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini.

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan kensekuensi penggunaan upaya
paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan
fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula
diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan suatu tindak

pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan
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penyelidikan. Dengan demikian penyelidikan merupakan tindak lanjut dari suatu
penyidikan.

Mengingat pentingnya fungsi penyelidikan dalam kaitannya dengan
penyidikan dengan segala konsekuwensinya (terutama ganti rugi dan
rehabilitasinya), maka menurut hemat penulis banyak hal yang harus mendapat
perhatian dan ketelitian dari pejabat penyelidik dalam melaksanakan tugas-tugas
penyelidikan yang dimaksud.

Inti tindakan penyelidikan itu ialah mengarah kepada pengungkapan bukti-
bukti tentang telah dilakukannya suatu tindak pidana oleh seseorang yang
dicurigai sebagai pelakunya. Oleh karena itu pada tahap ini, meskipun masih
termasuk tahap penyelidikan penyelidik harus sudah mendapatkan gambaran
tentang: Tindak pidana yang terjadi, kapan dan dimana terjadinya tindak pidana
itu, bagaimana pelakunya melakukan tindak pidana itu, apa akibat-akibat yang
ditimbulkan, siapa yang melakukannya dan benda-benda apa yang dapat
dipergunakan sebagai barang bukti.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pada tahap penyelidikan itu, segala
data dan fakta yang diperlukan bagi penyidikan tindak pidana tersebut harus
sudah dapat dikumpulkan sedemikian rupa. Sehingga dari hasil penyelidikan itu
didapatkan kepastian tentang bahwa suatu peristiswa yang semula diduga sebagai
tindak pidana, adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan terhadap
tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyelidikan, karena segala data dan fakta
yang dibutuhkan bagi penyidikan tindak pidana tersebut telah terkumpul melalui

usaha penyelidikan. Kekeliruan pejabat penyelidik dalam menentukan suatu
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peristiwva sebagai suatu tindak pidana dan atas pidana itu dapat dilakukan
penyelidikan, akan membawa konsekuwensi berupa kegagalan pada tahap
penyidikan. Disamping itu kekeliruan tersebut dapat menyebabkan kepolisian
aparat penyidik dihadapkan kepada suatu sanksi hukum yang dapat dituntut
melalui lembaga praperadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 KUHAP.
3. Penyidik
Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penyidik
adalah "Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan.
Syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik sebagai berikut:®
a. Penyidik adalah
1. Pegjabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-
kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi;
2. Pejabat Pegawai Sipil tertentu yang sekurangkurangnya berpangkat
Pengatur Muda Tingkat | (Golongan I1/b) atau yang disamakan
dengan itu;
b. Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka komandan dan
sektor kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah pembantu Letnan

Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.

° Djoko Prakoso. hid., halaman 52
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c. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh
Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan undang-
undang yang berlaku.

d. Wewenang menunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat
dilimpahkan kepada pejabat kepolisian negara republik indonesia sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh
Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri
tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan terlebih dahulu
mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik
Indonesia.

f. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat
dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

Setelah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk dapat diangkat sebagai
pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:

a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan

paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;

b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling lama 2 (dua) tahun:

c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialis fungsi reserse

kriminal;
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d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan

dokter,dan

e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi;

4. Penyidikan

Menurut pasal 1 angka 2 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud
dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi
dan guna menemukan tersangkanya.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan
jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak asasi manusia.
Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan yaitu:

a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;

b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;

c. Pemeriksaan di tempat kejadian;

d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;

e. Penahanan sementara;

f. Penggeledahan;

g. Pemeriksaan atau introgasi;

h. Berita acara(penggeledahan, interogasi, pemeriksaan di tempat);

i. Penyitaan;

. Penyampingan perkara;
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k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya
kepada penyidik untuk disempurnakan;
Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2014 tentang pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, meliputi:
1) Tingkat Mabes Polri:
a) KepalaBiro Wassidik Bareskrim Polri, dan
b) Pengemban fungsi pengawasan pada Baharkam Polri, Korlantas
Polri, Biro Wassidik Bareskrim Polri, Densus 88 AT Polri;
2) Tingkat Polda:
a) KepalaBagian Wassidik Ditreskrim;
b) Pengemban fungsi pengawasan pada Ditlantas, dan
¢) Pengemban fungsi pengawasan pada Ditpolair;
3) Tingkat Polres:
a) Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim;
b) KBO Satlantas; dan 3. KBO Satpolair;
C. Pengertian Tindak pidana
Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku
disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk.™
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,
yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana

tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

19Andi Hamzah. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 4
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2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan
tersebut.

Menurut Simons definisi hukum pidana adalah kesemuanya perintah-
perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan
suatu nestapa (pidana) barang sigpa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-
aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya
aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.™*

Hukum pidana bersifat “siksaan dan penderitaan” yang dijatuhkan
terhadap orang atau badan karena melakukan tindak pelanggaran atau kejahatan
yang ditentukan oleh undang-undang pidana (hukum pidana). Tujuan hukum
pidana menjatuhkan sanksi “pidana’ terhadap siagpa saja yang melakukan
perbuatan pidana dan melanggar undang-undang hukum pidana adalah sebagai
ultimum remedium (obat terakhir) dengan tujuan untuk melindungi kepentingan
umum dan kepentingan masyarakat.*

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaarfeit”, di dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa
sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak

pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata

1 Modljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 8
2 Umar Said Sugiarto. 2013. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sianar Grafika,
halaman 236
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delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa | ndonesia tercantum sebagai berikut: “delik
adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran
terhadap undang-undang tindak pidana”.*?

Perkataan “feit” itu sendiri di dalam bahasa belanda berarti “sebagian dari
suatu kenyataan” atau “een gedeelte van de werkelijkheid”, sedang “strafbaar”
berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “strafbaar feit” itu
dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat
dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, karena kelak akan kita ketahui
bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan
bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.™

Istilah hukuman dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena
istilah itu dapat berkonotas dengan bidang yang cukup luas. Istilah itu tidak
hanya digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah sehari-hari di
bidang pendidikan, moral, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah
yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral
yang dapat menunjukan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Moelyatno menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana.
Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna
adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang

hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan

13 Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana. Jekarta: Rejawali Pers, halaman 45
1% P.A.F Lamintang. 2011. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,Bandung: Citra Aditya
Bakti, halaman 181
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demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena
yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adlah hanya manusia.™
Menurut Pompe, yang merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu
sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu
rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.*®
Pengertian straafbartfeit menurut Simons dalam rumusannya adalah
tindakan yang melanggar hukum baik yang dilakukan dengan disengaja maupun
tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas
tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang
dapat dihukum."’
Alasan dari Simons apa sebabnya strafbaar feit itu harus dirumuskan
seperti di atas adalah karena:*®
a Untuk adanya suatu strafbaar fait itu disyaratkan bahwa disitu harus
terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh
undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban
semacam itu telah dinyatakan sebagal suatu tindakan yang dapat dihukum
b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus
memenuhi semua unsur dari delik seperti dirumuskan di dalam undang-

undang, dan

> Teguh Prasetyo. Op.Cit., halaman 46

16 p A F Lamintang. Op.Cit., halaman 183
7 |bid., halaman 185

8 1bid.
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c. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap laragan atau kewajiban
menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan
melawan hukum atau merupakan suatu onrechtmatige handeling.

Suatu tindak pidana dapat melahirkan pertanggung jawaban pidana yang
hanya dapat terjadi apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana,
pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah
melakukan tindak pidana. Moeljatho mengatakan,”orang yang tidak mungkin
dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan
pidana’. Dengan demikian, pertanggung jawaban pidana pertama-tama tergantung
pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana hanya akan terjadi
jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya,
eksistensi suatu tindak pidanatidak tergantung pada apakah ada orang-orang pada
kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan
yang teap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang
bertanggungjawab karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin
seseorang  dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Hanya dengan
melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya.*®

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal pembuat delik adalah
sebagai berikut:?°

a. Kemampuan bertanggung jawab;

b. Kesalahan pembuat kesengajaan dalam tiga coraknya dan culpa lata

dalam dua coraknya, dan

1 Chairul Huda. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada
PertanggungJawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 20.
% A, Zaina Abidin Farid. 2010. Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 222
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c. Tak adadasar pemaaf;

Tidak semua unsur-unsur perbuatan kriminal dan unsur-unsur
pertanggungjawaban kriminal tersebut dinyatakan secara expressis verbis (secara
tegas) di dalam undang-undang pidana. Misalnya ada kalanya unsur melawan
hukum tidak disebut, demikian pun ketiadaan dasar pembenar yang dinyatakan
dengan tegas oleh undang-undang ialah kebaikannya, yaitu dasar pembenar.
Demikian pun unsur-unsur pertanggungjawaban pembuat delik seperti

kemampuan bertanggungjawab dan ketiadaan dasar pemaaf tidak disebut dengan

21

tegas.
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Saat kita menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka
yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan suatu tindakan manusia,
dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh
undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHAP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam
unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau
yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala
sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-
unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-

keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

2 bid.
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Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:*

a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid

b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagal seorang pegawai negeri
di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai
pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan terbatas di dalam kejahatan
menurut Pasal 398 KUHP; dan

c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab
dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
Adapun unsur-unsur subjektif tindak pidana adalah sebagai berikut:*

a. Kesengagjaan (dolus) atau ketidak sengajaan (culpa)

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan (pogging) seperti yang
terdapat dalam pasal 53 ayat (1) KUHP

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di
dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan
dan lain-lain

d. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana
menurut Pasal 308 KUHP.
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi terdapat pada

Pasal 93. Terkait dengan kasus University of Sumatera, maka delik
penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin dalam tulisan ini dapat dimaknai

sebagai berikut:

22 Teguh Prasetyo. Op.Cit., halaman 48
2 | bid., halaman 49
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“Perseorangan, Organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang

tanpa hak dan tanpa izin mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari

Menteri, dilarang memberikan ijazah, memberikan gelar akademik, gelar

vokasi, gelar profesi.”

Pemaknaan dari Pasal 93 Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yang
merumuskan ketentuan pidana terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (6) atau ayat
(7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4).
Untuk memastikan telah terjadi suatu tindak pidana, pada hakikatnya, haruslah
terdapat dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan
dan akibat yang ditimbulkan keduanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam
alam lahir (dunia).

Tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin patut
dipahami bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana omisi, yang
berasal dari suatu kewajiban yang lebih spesifik diatur dalam ketentuan pasal 60
ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang berbunyi: “PTS didirikan oleh
Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang
berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.”

Sifat melawan hukum materil berpendapat belum tentu kalau semua
perbuatan yang mencocoki larangan Undang-Undang bersifat melawan hukum.
Hukum bukanlah Undang-Undang saja. Selain Undang-Undang (hukum tertulis)
ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan
yang berlaku dalam masyarakat.

Jika membahas aspek sifat melawan hukum, penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi tanpa izin tentunya dapat dikategorikan sebagai sifat melawan hukum

khusus karena termaktub dalam kata ganti melawan hukum yaitu tanpa hak
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(penyelenggara pendidikan tinggi tanpa hak) dalam rumusan pasal-pasal yang
disebut dalam Pasal 93.

Tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tanpa izin dianggap telah
terjadi apabila terpenuhi setigp unsur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2): “PTS
didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan
hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.” Unsur yang
dimaksud dalam artian subjek hukumnya jelas, yaitu “badan penyelenggara
berbadan hukum”, hal ini menandakan terpenuhinya unsur “pelaku” yang
diisyaratkan dalam tindak pidana, kemudian tentunya harus terpenuhi juga unsur
“perbuatan” yaitu menyelenggarakan Pendidikan Tinggi tanpa izin Menteri
(sebagai pihak berwenang yang ditunjuk Undang-Undang). Tidak ada dijelaskan
apakah perbuatan tersebut adalah harus “dengan sengagja® maupun karena
“kelalaian”. Unsur melawan hukum (wederrechtelijkheid) perbuatan ini terlihat
dalam kata “melangga” pada Pasal 93, di mana untuk menunjukkan sifat
melawan hukum dari tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 60 ayat (2) tersebut,
yakni apabila “melanggar” ketentuan Pasal 60 ayat (2) tersebut maka telah terjadi
perbuatan “melawan hukum”, sehingga terpenuhilah unsur “sifat melawan
hukum” secara Materil, dan pelakunya dapat dihukum berdasarkan ketentuan
pidana Pasal 93.

Sifat melawan hukum materil, yang terbagi dalam dua pandangan, yakni:
Pertama, sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut perbuatannya. Hal ini
mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan

umum yang hendak dilindungi oleh pembuat Undang-Undang dalam rumusan
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delik tertentu. Kedua, sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut sumber
hukumnya. Sifat kedua ini mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak
tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-

nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat.?*

24

Beni Harefa. “Memahami Sifat Mdawan Hukum”, melal ui
www. beniharmoniharefa.blogspot.co.id, diakses Selasa, 25 Juli 2017 Pukul 23.00 Wib
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penyidikan Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa
|zin di Kepolisan Resor Kota Medan
1. Kasus Posisi

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 10.00 Wib
saksi Sucipto S. SH melakukan penyelidikan adanya kasus penjualan ijazah S1,
S2, dan S3 yang tidak mengikuti proses belajar (perkuliahan) di University Of
Sumatera, dimana University Of Sumatera tersebut tidak memiliki izin
penyelenggaraan pendidikan tinggi dari Pemerintah (Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan). Kemudian saksi Sucipto menuju ke kantor PGRI Sumut yang
berada di Jalan Gatot Subroto N0.177 dan bersebelahan dengan kantor KNP
Sumut No.179, karena informasi yang didapat tersangka seperti biasanya masuk
Kantor PGRI sekitar pukul 10.00 Wib s/d pukul 11.00 WIB. setelah saksi Sucipto
sampai dikantor PGRI, saksi Sucipto menjumpai seseorang yang ada di dalam
kantor tersebut dan bertanya tentang keberadaan tersangka akan tetapi tersangka
pada saat itu belum datang.”

Setelah itu sekitar pukul 11.30 Wib saksi Sucipto mendatangi lagi kantor
PGRI dan langsung bertanya kepada salah seorang yang ada di kantor PGRI
tersebut, dan memberitahukan bahwa tersangka sudah datang dan tersangka
berada di gang kedai kopi yang jaraknya lebih kurang 30 meter dari kantor PGRI

tersebut. Kemudian saksi Sucipto mendatangi tersangka di kedai kopi tersebut dan

% pytusan Pengadilan Negeri Medan No. 2796/Pid.SUS/2015/PN-Mdn, halaman

35
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langsung duduk di sebelah tersangka, lalu bertanya “ pak gimana, apa bisa bantu
saya “ dan kemudian tersangka menjawab, "tentang apa’ kemudian saksi Sucipto
mengakatakan “tentang ijazah, karena saksi butuh ijazah sarjana S-2”. Kemudian
tersangka mengatakan® saya bisa bantu, orang lain aja bisa kita bantu kenapa
bapak tidak bisa saya bantu”.?°

Lalu tersangka menjelaskan “bahwa kalau ijazah S-2, biayanya Rp.
40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)” kemudian saksi Sucipto mengatakan tidak
punya uang sebanyak itu, namun saat itu tersangka tidak menanggapinya, dan
kemudian tersangka menjelaskan “yang penting datanya aja dulu”, selanjutnya
saksi Sucipto mengatakan “bagaimana mengisi datanya’, kemudian tersangka
mengatakan, “tunggu sebentar” selanjutnya tersangka pergi ke mobil dan
mengambil data-data, setelah mengambil data-data tersebut terdakwa kembali
menjumpai  saksi  Sucipto dengan membawa blangko/dokumen tentang
persyaratan untuk mendapatkan ljazah S-2.

Selanjutnya tersangka menjelaskan kepada saksi Sucipto agar cepat
menyiapkan data-data dan diantarkan kembali kepada tersangka. Kemudian saksi
Sucipto dan tersangka bernegoisasi tentang harga dan saat itu juga ditentukanlah
harganya sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya
tersangka memberikan blangko kepada saksi Sucipto dan saksi Sucipto pun
pulang dengan membawa blangko tersebut, namun ditengah perjalanan pulang
saksi Sucipto ditelepon oleh tersangka yang mengatakan “kalau ada uang Rp.

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sore ini ijazah S-2 punya saksi Sucipto

% |pid.
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langsung siap” dan saksi Sucipto disuruh mengantarkan dokumen-dokumen yang
diperlukan ke kantor KNPI yang bersebelahan dengan kantor PGRI. Mendengar
hal tersebut saksi Sucipto langsung melapor kepada atasannya, selanjutnya saksi
Sucipto menyiapkan dokumen "dokumen diantaranya Foto copy ijazah S1,
Pasphoto 4 X 6 sebanyak 6 lembar. Setelah itu pada pukul 13.30 WIB saksi
Sucipto telah sampai di kantor KNPI dan langsung menjumpai tersangka dengan
menyerahkan dokumen-dokumen yang telah saksi Sucipto siapkan sebelumnya,
kemudian tersangka mengatakan kepada saksi “Nanti sore” ijazah S-2 milik saksi
Sucipto sigp semuanya “ dan saksi katakan okey, nanti sekalian bayarnya’.
Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB saksi Sucipto ditelpon oleh tersangka yang
memberitahukan bahwa ijazah S-2 punya saksi Sucipto telah siap dan sudah bisa
diambil dari terdakwa yang menunggu di kantor KNPI.

Sekiranya pada pukul 17.30 WIB saksi Sucipto bersama-sama dengan
anggota Polresta Medan yaitu saksi Iswanto, Boyke Barus, Bambang Sukendro
dan saksi Tohong pergi ke kantor KNPI untuk mengambil ijazah S-2 tersebut.
Kemudian sesampainya di Kantor KNPI JI. Gatot Subroto saksi Sucipto langsung
berjumpa dengan tersangka, dan saat itu di dalam suatu ruangan tersangka
langsung memberikan ijazah S-2 besertatranskip Nilai dan Skripsi/tesis atas nama
saksi  Sucipto, selanjutnya saksi Sucipto memberikan uang sejumlah Rp.
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada tersangka, dan pada saat uang
tersebut telah di terima oleh tersangka datang saksi saksi Iswanto, Boyke Barus,
Bambang Sukendro dan saksi Tohong untuk melakukan penangkapan terhadap

tersangka.
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2. Pelaksanaan Penyidikan

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 13 yang
dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana
yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan
oleh penyidik jika terjadi atau jika ada sangkaan telah terjadi suatu tindak pidana.
Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus
diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah
dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian, sigpakah pembuatnya.
Penyidikan adalah merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum
yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah olehnya akan terjadinya
atau diduga terjadinya suatu tindak pidana. Berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP,
penyidik/polri mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Salah satu kasus tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa

izin dengan tersangka

Nama lengkap : Marsaid Y ushar, Phd
Tempat lahir : Tuntungan
Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/04 Februari 1952

Jenis kelamin : Laki-laki
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Kebangsaan . Indonesia

Agama : Idam

Pekerjaan : Dosen

Tempat tinggal - Jn. Megjid Taufik N0.123 Kel. Tegal Rejo Kec.

Medan Perjuangan dan J. Satria Ujung
Perumahan Mekar Sari Blok No. 1-D Kec. Deli
Serdang.

Perkara yang telah dilakukan adalah bahwa tersangka Marsaid Y ushar
pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 17.30 wib atau setidaknya
pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 dijalan Gatot Subroto No. 179 Kec.
Medan Petisah Kota Medan tepatnya dikantor KNIP Sumut, ”Perseorangan,
Organisasi atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak dan tanpa izin
mendirikan perguruan tinggi swasta (PTS) dari Menteri, dilarang memberikan
ijazah, memberikan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi, yang dilakukan
tersangka dengan cara bahwa Universitas of sumatera tidak memiliki izin
penyelenggaraan pendidikan tinggi dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
dan ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas Of Sumatera tidak mempunyai Civil
effect baik digunakan untuk pengangkatan pegawai negeri sipil dan pembinaan
jenjang Karir/penyetaraan bagi pegawal negeri maupun untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berikut serangkaian proses penyidikan tindak pidana penyelenggaraan

pendidikan tinggi tanpaizin:
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a. Menerima Laporan dan Pengaduan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 24 laporan adalah pemberitahuan
yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-
undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga
akan terjadi tindak pidana. Sedangkan pengertian pengaduan sesuai dengan
ketentuan Pasal 1 butir 25 Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai
permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang
untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana
aduan yang merugikan.?” Apabila penyelidik menerima suatu “pemberitahuan”
atau “laporan” yang disampaikan seseorang, penyelidik mempunyai hak dan
kewajiban untuk menindaklanjuti. Bisa tentang telah atau sedang ataupun diduga
akan terjadi suatu peristiwa pidana, penyelidik wajib dan berwenang menerima
pemberitahuan laporan. Atau apabila penyelidik menerima pemberitahuan yang
disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentinagan untuk menindak
pelaku “tindak pidana aduan” yang telah merugikannya.

Adapun yang berhak menyampaikan laporan atau pengaduan, yaitu:*

1. Setigp orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban
peristiwva pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan
kepada penyelidik atau penyidik

2. Setigp orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan

tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap

2" M. Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Penyidi kg? dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 118
Ibid.
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jiwa atau terhadap hak milik,”wajib” seketika itu juga melaporkan hal
tersebut kepada penyelidik atau penyidik
3. Pegawai negeri dalam rangka menjalankan tugas yang mengetahui terjadi

peristiwa yang merupakan tindak pidana’wajib” segera melaporkan hal

itu kepada penyelidik atau penyidik

Sebagaimana dalam perkara ini pihak yang melaporkan adanya tindak
pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin adalah masyarakat yang
berinisial MS, dengan Nomor Laporan: No. Pol: LP/25/VV/2015/Dit Reskrim.
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian

Tindakan pertama yang dilakukan penyidik adalah melakukan
pemeriksaan (penyelidikan) ditempat kejadian perkara (TKP), lalu penyidik
memberikan tugas kepada pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan
terhadap tersangka ditempat kejadian dimana tersangka yang sedang melakukan
transaksi jual beli ijazah tanpa adanya proses belgjar mengajar di Jalan Gatot
Subroto No. 179 Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di kantor KNP
Sumut dengan cara menunjukkan surat perintah penangkapan. lalu polisi
mengamankan semua barang bukti untuk dibawa ke kantor polisi.
c. Penangkapan terhadap tersangka

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP penangkapan adalah suatu tindakan
penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka dan
terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau
penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

undang-undang ini.
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Mekanisme penangkapan terhadap tersangka yaitu anggota Kepolisian
Resor Kota Besar Medan berpura-pura membeli ijazah dari tersangka Marsaid
Yushar yang mengaku sebagai rektor dari University of Sumatera. Penangkapan
terhadap tersangka dilakukan pada hari Senin pada tanggal 25 Mei 2015 pukul
18.00 wib dengan menunjukkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor: SP.
Kap/28 /V/2015/Reskrim.?

d. Pemeriksaan Terhadap Tersangka

KUHAP dengan jelas mencantumkan "keterangan terdakwa’ sebagai alat
bukti dalam Pasal 184 butir e untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang
memanggil tersangka atau saksi untuk diperiksa, penyidik menerbitkan “surat
panggilan” dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dengan
memperhatikan tenggang waktu yang wajar.

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah
memberikan beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya serta perlindungan
terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri seperti
yang diatur pada Bab V1, Pasal 50 sampai Pasal 68.

Cara pemeriksaan di muka penyidik ditinjau dari segi hukum, antara
lain:®

1. Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, di

berikan tanpa tekanan da